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BAB  

1  

PENGANTAR HUKUM PAJAK 

 

A. Sejarah Perpajakan 

Sejarah Pajak di Indonesia cukup panjang. Pajak di 

Indonesia sudah ada sejak zaman kerajaan, kemudian 

berkembang pada saat Hindia Belanda menjajah. Pajak 

merupakan salah satu komponen penting dalam perjalanan 

suatu bangsa, tidak terkecuali bangsa Indonesia. Hampir semua 

negara menerapkan aturan tentang pengenaan pajak baik secara 

langsung maupun tidak langsung. Menurut Kamus Besar 

Bahasa Indonesia, pajak adalah pungutan wajib yang biasanya 

berupa uang. Uang tersebut dibayar oleh penduduk sebagai 

sumbangan wajib kepada negara atau pemerintah.1 

Pajak dalam sejarah pajak Indonesia sudah diberlakukan 

sejak dulu pada masa kerajaan-kerajaan, masa kolonial, hingga 

zaman modern. 

1. Masa Kerajaan 

Konon pajak sudah ada sejak lama. Di Indonesia 

sendiri pajak sudah ada dan diberlakukan sejak zaman 

kerajaan. Hanya saja untuk sistem pemungutan pada zaman 

kerajaan dan sekarang sudah sangat jauh berbeda. Pada 

zaman kerajaan hingga zaman penjajahan, ada pungutan-

pungutan yang diberlakukan yang bersifat memaksa. Zaman 

 
1 https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pajak. diakses 11 Januari 2022 
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BAB  
2  
PENGGOLONGAN DAN SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK 

 

 

A. Penggolongan Jenis Pajak 

Jenis-jenis pajak yang dapat dikenakan dapat 

digolongkan dalam tiga golongan,  yaitu menurut sifat, objek, 

dan lembaga pemungutannya. 

1. Menurut Sifatnya 

Menurut sifatnya jenis-jenis pajak dibagi menjadi dua, 

yakni: 

a. Pajak langsung adalah pajak-pajak yang bebannya harus 

dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat 

dilimpahkan kepada orang lain serta dikenakan secara 

berulang-ulang pada waktu-waktu tertentu.19 Misalnya 

Pajak Penghasilan. 

b. Pajak Tidak Langsung adalah pajak yang bebannya dapat 

dilimpahkan kepada orang lain dan hanya dikenakan 

pada hal-hal tertentu, atau peristiwa-peristiwa tertentu 

saja.20 Misalnya Pajak pertambahan Nilai. 

2. Menurut Objeknya  

Menurut objeknya, jenis-jenis pajak dapat dibagi 

menjadi dua yaitu: 

 
19 Zulvina, S. (2011). Bahan Ajar Pengantar Hukum Pajak. Jakarta: Diploma I 

Spesialisasi Pajak Sekolah Tinggi Akuntansi Negara. hlm 35 
20 Loc.cit 
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BAB  
3  
UTANG PAJAK 

 

A. Sifat Timbulnya Utang Pajak 

Kapan timbulnya utang pajak seorang Wajib Pajak masih 

menjadi pertanyaan banyak orang karena di antara masyarakat 

sebagai Wajib Pajak dan negara sebagai Pemungut  Pajak tidak 

pernah ada suatu perikatan/perjanjian apapun. Menurut 

pengertian hukum perdata timbulnya utang adalah akibat 

perikatan, sedangkan yang mengandung kewajiban bagi salah 

satu pihak baik perorangan maupun badan sebagai subjek 

hukum untuk melakukan sesuatu (prestasi) atau untuk tidak 

melakukan sesuatu yang mengurangi atau melanggar hak pihak 

lainnya.  

Salah satu kewajiban Wajib Pajak adalah melunasi utang 

pajak. Apabila kita mempelajari undang-undang perpajakan, 

DNDQ� GLEHGDNDQ� DQWDUD� SHQJHUWLDQ� ´8WDQJ� 3DMDNµ� GDQ� ´3DMDN�

\DQJ� 7HUXWDQJµ�� 3DGD� KDNLNDWQ\D�� LVWLODK� XWDQJ� SDMDN� WLGDN�

berbeda dengan pajak yang terutang sebagai suatu kewajiban 

yang wajib dibayar lunas oleh Wajib Pajak dalam jangka waktu 

yang ditentukan.30 

Utang pajak timbul jika undang-undang yang menjadi 

dasar untuk pungutannya telah ada dan telah dipenuhi syarat-

syarat subjek serta objektif, yang ditentukan oleh undang-

undang secara bersama (simultan). Syarat objektif dipenuhi 

 
30 Zulvina, S. (2011). Bahan Ajar Pengantar Hukum Pajak. Jakarta: Diploma I 

Spesialisasi Pajak Sekolah Tinggi Akuntansi Negara. hlm 59 
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BAB  
4  
ZAKAT DAN PAJAK 

 

A. Latar Belakang Zakat 

Sebelum membahas lebih jauh mengenai zakat dan pajak, 

perlu dikemukakan terlebih dahulu asal-muasal timbulnya 

kewajiban ganda bagi umat Islam, yakni kewajiban 

mengeluarkan zakat dan pajak. Memang pada waktu Nabi 

Muhammad saw. masih hidup, kewajiban material yang harus 

dipikul oleh umat Islam hanya satu, yaitu zakat yang ditetapkan 

berdasarkan wahyu Allah Swt. Sedangkan bagi non muslim 

wajib mengeluarkan jizyah.47 

Hal ini kemungkinan terjadi karena kebutuhan finansial 

masyarakat Islam waktu itu masih sangat sederhana sehingga 

dengan zakat dan jizyah itu saja, segala kebutuhan negara dapat 

dipenuhi. Lain halnya dengan kondisi pada waktu 

pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab, dimana dinamika 

kehidupan ekonomi, sosial dan politik semakin kompleks, 

seiring dengan pesatnya pertumbuhan wilayah Islam yang 

dibarengi oleh adanya akselerasi budaya antara Islam dengan 

Persia dan Romawi pada khususnya.48  

Kondisi ini menuntut pemerintah untuk sesegera 

mungkin mengoperasionalkan sistem administrasi 

pemerintahan yang lebih maju, yang tentunya membutuhkan 

 
47 Q.S. At-Taubah (9) 29. Shihab, M. Q. (2020). al-Quran dan Maknanya. 

Lentera Hati. 
48 Tjaraka, H., & Wasesa, T. (2010). Hukum Pajak. Universitas Terbuka. hlm 

49 
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BAB  
5  
PENAFSIRAN DALAM HUKUM PAJAK 

 

Pajak merupakan sumber pendanaan yang sangat besar bagi 

negara dan bahkan merupakan pendukung utama dalam 

menggerakkan roda pemerintahan Indonesia. Oleh karena itu, 

partisipasi masyarakat dalam pembayaran pajak sangat 

dibutuhkan. Agar negara dapat memungut pajak  dengan baik dan 

efisien, penting untuk mengembangkan undang-undang dan 

peraturan yang terkait dengan prosedur perpajakan. Undang-

undang perpajakan ini harus memuat konten yang dapat 

menciptakan tingkat kesadaran yang tinggi di kalangan Wajib Pajak 

tentang bagaimana memenuhi kewajiban perpajakannya.  

Pemerintah juga harus berusaha untuk pengumpulan pajak yang  

bertanggung jawab, akuntabel dan transparan dan pengelolaan 

pendapatan pajak yang dikumpulkan dari warganya untuk 

memastikan keseimbangan. Tata kelola yang baik secara positif 

mempengaruhi Wajib Pajak untuk meminta pertan. 

Ketentuan perpajakan pun harus melihat berbagai aspek 

yang berkembang dalam masyarakat, agar ketentuan perundangan 

yang ada dapat dijadikan pedoman bagi penyelenggara 

pemerintahan ataupun Wajib Pajak dalam menjalankan hak dan 

kewajibannya dalam perpajakan. Untuk itu, suatu kejian terus-

menerus dilakukan oleh penyelenggara negara agar ketentuan atau 

undang-undang yang dibuat dapat menjadi pedoman bagi semua 

pihak, baik Wajib Pajak maupun penyelenggara negara. 
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BAB  
6  
KETETAPAN PAJAK 

 

A. Macam-Macam Ketetapan Pajak 

Berbagai produk hukum yang dapat diterbitkan oleh 

Direktorat Jenderal Pajak dalam hal ini Kantor Pelayanan Pajak 

atau Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (KPP/KPPBB) 

untuk melihat adanya kewajiban atau hak Wajib Pajak (WP) 

adalah berupa  surat ketetapan pajak terdiri atas enam macam, 

yaitu:  

1. Surat Tagihan Pajak (STP) 

Surat Tagihan Pajak adalah surat yang diterbitkan 

untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi 

administrasi berupa bunga dan/atau denda.  Surat Tagihan 

Pajak diatur Undang-undang KUP.98 Surat Tagihan Pajak 

dapat diterbitkan dalam hal-hal sebagai berikut: 

a. Apabila Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan tidak 

atau kurang dibayar; 

b. Apabila dari hasil penelitian Surat Pemberitahuan 

terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat 

salah tulis dan/atau salah hitung; 

c. Apabila Wajib Pajak dikenakan aturan administrasi 

berupa denda atau bunga; 

d. Apabila pengusaha yang dikenakan pajak berdasarkan 

undang-undang PPN dan perubahannya tidak 

 
98 Vide Undang-Undang  Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum 

dan Tata Cara Perpajakan  
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BAB  
7  
PENAGIHAN PAJAK 

 

Peran Wajib Pajak dan masyarakat dalam memenuhi 

kewajiban perpajakannya tentunya sangat dinantikan dengan 

adanya sistem self assessment yang tertanam dalam undang-undang 

perpajakan sejak tahun 1983. Self assessment memberikan 

kepercayaan penuh kepada Wajib Pajak dalam menghitung, 

membayar dan melaporkan pajaknya. Namun pada kenyataannya, 

berdasarkan ketetapan pajak yang dipublikasikan, masih banyak 

masyarakat yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya, baik 

dengan sengaja maupun karena berbagai alasan.105 Kewajiban pajak 

yang belum dibayar tentu saja menjadi beban manajemen 

tunggakan. Oleh karena itu pemungutan pajak dilakukan sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka melunasi tunggakan 

pajak.   

Tindakan penagihan ini dilakukan berdasarkan Undang-

Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak dengan 

Surat Paksa telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 

2000.106 Undang-undang ini menjadi dasar hukum bagi fiskus untuk 

menagih utang pajak dari para Wajib Pajak yang tidak mau 

melunasi utang pajaknya. Undang-undang ini memberikan dasar 

hukum bagi otoritas pajak untuk memungut pajak dari Wajib Pajak 

yang tidak mau membayarnya atau melunasi utang pajaknya.  

 
105 Wirawan B. Ilyas dan Richard Burton. 2008. Hukum Pajak. Edisi 4. Jakarta: 

Salemba Empat. hlm 55 
106 Loc.cit 
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BAB  
8  

PENYELESAIAN SENGKETA PAJAK 

 

A. Pengertian Sengketa Pajak 

Dalam menjalankan kegiatan usaha atau bisnis sehari-

hari, para pengusaha tentu tidak terlepas dari pengawasan 

aparatur pemerintah sesuai bidang usaha atau pekerjaannya 

masing-masing.124 Demikian juga aparatur pajak (fiskus) tentu 

akan mengawasi semua pengusaha (termasuk orang pribadi) 

khususnya pengawasan dalam rangka pemeriksaan pajak guna 

menguji kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban 

perpajakannya atau untuk tujuan lain sebagaimana diatur dalam 

Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang KUP.125   

Sebagai produk akhir dari pemeriksaan tersebut, tentu 

akan diterbitkan surat ketetapan pajak yang bisa berupa kondisi 

kurang bayar (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar-SKPKB) atau 

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan/SKPKBT), lebih 

bayar (Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar/SKPLB)  atau nihil 

(Surat Ketetapan Pajak Nihil-SKPN).126  Dari ketiga kondisi 

ketetapan pajak tersebut yang paling tidak disukai oleh Wajib 

Pajak adalah kondisi kurang bayar. Karena apa? Karena Wajib 

Pajak harus membayar kekurangan pembayaran yang 

seharusnya terutang berdasarkan hasil pemeriksaan yang 

 
124 Wirawan B. Ilyas dan Richard Burton. 2008. Hukum Pajak. Edisi 4. Jakarta: 

Salemba Empat. hlm 91 
125 Vide Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang  Nomor 28 Tahun 2007 tentang 

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan 
126 Op.cit. hlm 91 
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BAB  
9  

PEMERIKSAAN PAJAK 

 

A. Pengertian dan Dasar Hukum Pemeriksaan Pajak 

1. Pengertian 

Pelaksanaan pemeriksaan pajak dilakukan oleh 

pemeriksa pajak yang ditunjuk dan dibuktikan dengan suatu 

tanda pengenal pemeriksa pajak. Perlu diketahui bahwa 

tidak semua pegawai pajak dapat melakukan pemeriksaan 

pajak.204 Mereka yang melakukan pemeriksaan pajak telah 

dibekali dengan pendidikan yang berkaitan dengan tata cara 

pemeriksaan dan pendidikan yang berkaitan dengan materi 

undang-undang yang terkait dengan objek yang akan 

diperiksa. Sedangkan terhadap Wajib Pajak yang akan 

diperiksa juga sebaiknya mengetahui adanya hak dan 

kewajiban dalam proses pemeriksaan untuk menghindarkan 

adanya kemungkinan terjadi kesalahpahaman antara 

pemeriksa pajak dengan Wajib Pajak. 

Konsep pemeriksaan terhadap Wajib Pajak berkaitan 

dengan undang-undang perpajakan tentunya berbeda 

dengan konsep pemeriksaan menurut auditing atau 

akuntansi pada umumnya. Konsep pemeriksaan menurut 

auditing dalam dunia usaha lazimnya dikenal dalam rangka 

pemeriksaan keuangan.205 Objek pemeriksaan yang 

digunakan adalah laporan keuangan Perusahaan. 

 
204 Wirawan B. Ilyas dan Richard Burton. 2008. Hukum Pajak. Edisi 4. Jakarta: 

Salemba Empat. hlm 123 
205 Loc.cit 
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BAB  
10  
SUBJEK DAN OBJEK PAJAK 

 

Setiap orang pasti sudah mengetahui apa itu pajak. Sekarang 

ini, masyarakat dituntut agar bisa melaksanakan kewajiban 

pajaknya dengan disiplin dan tepat waktu. Namun, tidak sedikit 

orang yang masih bingung dan kurang memahami tentang pajak 

yang harus dipertanggungjawabkan. Oleh sebab itu, diperlukan 

adanya pengetahuan serta pemahaman yang baik mengenai dunia 

perpajakan. Karena dalam setiap kehidupan, seseorang dapat 

berjumpa dengan masalah pajak. Baik itu pajak orang pribadi 

ataupun pajak bagi Wajib Pajak badan seperti pelaku usaha dan 

bisnis. Hasil perolehan pajak memegang kendali yang penting bagi 

pembangunan Nasional, dimana pajak adalah sumber terbesar bagi 

pendapatan Negara. Untuk itu, ketahui, patuhi dan laksanakanlah 

tanggung jawab sebagai Wajib Pajak. 

Setiap jenis pajak yang dikenakan pada Wajib Pajak, tentunya 

memiliki subjek dan objek pajak. Secara sederhana, yang disebut 

dengan subjek pajak adalah perorangan atau badan yang 

ditetapkan menjadi subjek pajak. Sedangkan objek pajak 

merupakan sumber pendapatan yang dikenakan pajak. Setiap 

subjek pajak haruslah mempunyai objek pajak yang nantinya 

dikenakan atas pajak yang berlaku. Sementara itu, orang pribadi 

atau badan yang memiliki kewajiban pajak dapat disebut sebagai 

Wajib Pajak pribadi atau Wajib Pajak badan. 
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BAB  
11  
HAK KEWAJIBAN WAJIB PAJAK MAUPUN FISKUS 

 

A. Pengertian Hak dan Kewajiban Pajak 

Bicara masalah pajak tentu tidak terlepas dari masalah 

hak dan kewajiban yang dimiliki Wajib Pajak maupun fiskus. 

Untuk itu, perlu dilihat kembali bagaimana sebenarnya pajak 

memandang hal demikian.  Dalam literatur pajak, tidak pernah 

ada satu definisi atau pengertian yang menyebutkan bahwa 

Pajak adalah hak masyarakat.229   

Wajib Pajak, adalah orang pribadi atau badan (subjek 

pajak) yang menurut ketentuan peraturan perundang-

undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban 

perpajakan, termasuk Pemungut  Pajak atau pemotong 

pajak tertentu. Wajib Pajak bisa berupa Wajib Pajak orang 

pribadi atau Wajib Pajak badan. Pengertian ini menunjukkan 

adanya kewajiban yang harus dilaksanakan oleh masyarakat 

untuk membayar pajak. Jika masyarakat tidak melaksanakan 

kewajibannya, pemerintah bisa memaksakannya. Sedangkan 

pengertian hak tidak ada unsur pemaksa yang bisa dilakukan 

dari pihak lain. Lalu pertanyaannya, apakah rakyat hanya 

menjalankan kewajiban saja bayar pajak dan tidak ada hak yang 

diperolehnya?  Tentu tidak demikian maksudnya.   

Persoalan pajak memang tidak terlepas dari segala aspek 

kehidupan manusia. Setiap aktivitas selalu terkait dengan 

 
229 Wirawan B. Ilyas dan Richard Burton. 2008. Hukum Pajak. Edisi 4. Jakarta: 

Salemba Empat. hlm 189 

HAK KEWAJIBAN 

WAJIB PAJAK 

MAUPUN FISKUS 
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